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PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN

BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3

Tahun 2009 tentang Ketentuan Perpanjangan Batas Usia

Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan

Fungsional Sandiman, sudah tidak sesuai lagi dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas

Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, sehingga perlu direvisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas

Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri

Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman;

6. PeraturanKepalaLembaga Sandi Negara Nomor

OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang

Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG

KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT

FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang

dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada

www.peraturan.go.id



2015, No.2020
-3-

instansi pemerintah.

2. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri

Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri

Sipil.Pegawai yang Dipekerjakan adalah Pegawai Lembaga

Sandi Negara yang dipekerjakan pada instansi

pemerintah lain.

BAB II

JENJANG DAN PANGKAT

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Sandiman, terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Terampil; dan

b. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Terampil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana;

b. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan;

dan

c. Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama;

b. Jabatan Fungsional Sandiman Muda; dan

c. Jabatan Fungsional Sandiman Madya.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional

Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan jenjang jabatannya, meliputi:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
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